PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG

PERUSAHAANDAERAH ATR MINUM KA ABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT BANGLE

| S .

- u bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Air Minum vang bersih dan sehat
kepada masyarakat, Perusahaan Daer sh Air Minum mempunyai peran yang penting
dan menentukan;

b. bahwa Peraturan Dasrah Eabupaten Daerah Tingkat 1l Bangli, Nomor 5 Tahuen 19806
tentang Pendirian Perusahaan Dae srah Air Minum Esbupatern Daerah Tingkat [

Bangh, sebagaimana telah diubah denguan Peraturan Dacrah fabupaten Daer ah
Tingkat I Bangli, Nomor 18 Tahun 1991 tidak sesuai lag derigan perkembangan
pada saat in1;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huraf a dan b perly

ditetapkan Peraturan Daerah b wuparnn Banglt towtang Peroeahaan Daeral A
Minum Kabupaten Bangli;
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14.

16.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembmaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawal
Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Dserah:

Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah; '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan

Perusahaan Daerah Air Minom;

Surat Feputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 84/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman
organisasi. Sistem Akuntansi, Téknis Operasi dan Pemeliharaan, Teknik
Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum,
Pelayanan Air Minum Kepada Langganun, Pengelolesn Air Bersih Ibu Kota
Kecamatan dan Pengelolaan Eran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air
Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

Keputuzan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 fentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah;

. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daersh Nomor § Tahun 2000 Tentang

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 Teatang Pedoman
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan:persetujuan

- DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

§ Menetapkan

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

R Y I N e

L

Daerah adalah Kabupaten Bangli.

Pemerintah Daerah adalsh Pemerintah Kabupaten Bangli,

Bupati adalah Bupati Bangii. ‘

Dewan Perwskilan Rakyat Daersh adalsh Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten Bangli selanjutnya dizebut DPRD.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Dasrah Air Minum Eabupaten Bangli,
selanjutnya digebut PDAM.



6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Mimum Fabupaten Bangli.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
E.abupaten Bangl.
8. Kas Daerah adalah Fas Fabupaten Bangli.
BABII
PENATAAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan kembali terhadap F'DAM.
BAB ITT
KEDUDUKAN, TUGAS POKDK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) PDAM adalak Badan Usaha Milik Daerah
{2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Eabupaten Bangli.
(3) Umt Perusahaan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur
PDAM.
Pasal 4

Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum
dalam upaya pemenuhan penyediaan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat |

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan
Daerah mempunyai fungsi sogial dan komergial.

BAB IV
ORGANISASI
Pasai 6
(1) Organisast PDAM, terdiri dari :
- Badan Pengawas
~  Direktur ¢

— Bagian-Bagian
- Sub, Bagian-Sub.Bagian
- Unit-Unit.

(2} Struktur Organisasi PDAM tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian Tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam avat {(H
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BABYV
PIMPINAN PERUSAHAAN, TUGAS DAN WEWENANG
‘Pasal 7

{1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur.
{2) Direktur dibantu oleh 2 {dua) Kepala Bagian.
{3} Divelttur bertanggung jawab kepada Bupati.
{4} Maga Jabatan Direktur paling tama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu
kall masa jabatan.

Pasal 8

(1) Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usul Badan Pengawas.

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sébagai Direktur adalah :

a  Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya.

b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 Tahun mengelola perusahaan yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya
dengan pentlaian baik.

¢. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan mis1 PDAM.

d. Pernah mengikuti pelatihan mangjemen air minum di dala atan di luar
negeri.

¢. Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh
dua) tahun.

f Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan
Pengawas sampai d»-xajat ketiga baik menurut garis lux'u:, maupun ke samping
ter nnasuk menantn atan ipar.

Pasal 9

(1) Direktur dapat diberhentikan apabila :

a  meninggal dunia;

b. permintaan sendirt;

¢. berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4};

d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

e. melakukan tindakan atan sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah
maupun kepentingan negara;

f tidak dapat melaksanakan tugasnya sesual dengan program kerja vang telah
ditetapkan;

g karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana
mestinya

{(2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud  huruf d dan e jika
merupakan suvatu tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat.

(3) Jikn pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) hwraf d, e, dan { dilaksanakan
maka Direktur diberi kesempatan untuk membela dirinya, yang harus
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direktur yang bersangkutan
diberitahu tentang niaf akan pemberhentian 1tu oleh‘Bupﬂ.tl.



{(4) Badan Pengawas memeriksa peugajuan pembelaan diri Direktur vang akan
diberhentikan sebagaimana = dimaksud ayat (3) pasal m, dan selamjuinys
memutugkan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.

(5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Direltur dimaksud pada avat {1}
belum ada Keputusan, Bupati dapat memberhentikan untuk sementmra Dirsktur
rang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian
sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal
dan Direktur vang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecusli
bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu
harus diberitahukan kepada yang bersangkutan,

{6) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Diveldur
yang bersangkutan maka pemberhentian tersebut harug dibatalkan.

Pasal 10

(1) Direktur mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.

(2) Direltur dapat memberikan kuass alas hak  tersebut ayat {1}
seseorang/bsberapa orang pegawai perusahasn baik zendirt maupun hersama
atau kepada orang atau badan hukum lain.

Pasal 11

(1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusaliaan  menuiul
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuat kebijaksanaan
umum Pemerintah Daerah.

(2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan vang
ditetapkan oleh Direktur dengan persetyjuan Badan Pengawas.

Pasal 12

-
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y Direktur memerlukan persetuyjuan Bupati untuk dapat melakukan hal-hal sebaem

bertiot

o meminjam vang atas nama perusahazn dan me

b, mengikar perusahann sebagal agunan nntuk memin __

¢. memperolsl, mengasingkan atau membebankan benda-bendn teiap (hendy
tidak bergerak)

akan perjans

A uang

H =,

£2) Dalam hal Bupati memberikan persetyjuan sebagaimana dimaksud wvat (1) aow

terlebih daliulu mendapat pergetujuan DEFRD.

{3) Bilamana Divektwr berhalangan maka ifugasnya dilnkukan oleh svorang Fepnls
Bagian vang senior dalam jabatannya atau atas penunjukkan Dirakdur



BAB VI

RADAN PENGAWAS
Pasal 13

1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a pejabat Daerah.
b. perorangan vang memenuhi syarat.
¢. konsumen yang memenuhi syarat.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggoia Badan Pengawas harus memenuli
persyaratan sebagai berikut :

a. menguasai managemen PDAM.

b, menyediakan waktu yang cukup.

c. tidak terikal hubungan keluarga dengan Bupati dan anggola Badan Pengawas
yang lain atay dengan Direktur sampa derajat ketiga baik menurst garis luros
maupun ke samping termasuk menanty dan ipar.

(4) Apabila hubungan keluarga tevjadi setelah pengangkatan, maka vang bersangkutan
diberhentikan denzan hormat;

(%) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Eeputusan Bupafi,

(6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 {tiga) otang dan seoratig
diantaranya dipilih menjadi Ketua meerangkap anggota.

{7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

(8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan FPengawas terbukti

mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan

pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu memngkatkan kinerja

dan pelayanan kebutuhan sir minum kepada masyarakat.

Pasal 14
Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengawasi Perusahaan:

. memberikan pendapat dan usul kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;

¢. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program Ferja yang
diajukan olel Dirsktur;

d  memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status

kekavaan PDAM;

memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan

ikatan hukum dengan pihak lain;
£ memberikan pendapat dun saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan

Perhitungan Rugl/ laba
Pasal 13
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikuf :
a  Memberi peringatan kepada Direktur vang tidak melaksanakan tugas sesual

dengan progeram kerja vang telah disetuju,
b, Memeriksa Direkur yang diduga menigikan PRAM



Paszal 16

(1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
atas permintaan sendiri

karena kesehatan | tidak dapat melaksanakan tugasnya
terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM

terlibat dalam tindak pidana

merugikan PDAM.

@ A0 TP

Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah zatu perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.d dan e, Bupatt segera melakukan
pemeriksaan terhadap vang bersangkutan

et

) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) han kerja mengeluarkan Surat Keputusan
tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas,

-
Lad
-

BAB VIi
MODAL
Pasad 17

(1) Modal dasar perusahaan merupakan kekayaan daerah vang dipisahkan.

{2y Neraca perusahasn terdin atas aktiva dan pasiva,

{3) Dengan persetyjuan DPRD Modal Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Belanja Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah.

(4} Semua alal bkwid disimpan dalame Bank Pewbangunan Dasrah alan Bank
Pemerintah lainnva,

BAB ViII
KETENTUAN TARIF
Pasal 18

Feetentuan farif air minun ditelapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat

persetujuan DPRD,

BAB IX
TAHUN BUKU
Pasal 19

’
Tahun Buku perusahasn adalab tahun takwim,



ANGGARANPERUSAHAAN
Pasal 20

{1) Paling lambat 3 (tiga) bula;x sshelum Tahun Bulu mulai berlaku. Direktur
mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawss untuk
dimintakan persetujuan.

{2) Rencana Anggaran Perusahasn yang telah disetujui Badan Pengawsas disahkan
oleh Bupati. ‘ .

{(3) Apabila dalam waktu 2 {dua) bulan {erhitung sejak tanggal pensrimaan Anggaran
Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada Keputusan mengenai pengssahan atau
penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Anggaran Perusahasy
dimaksud dianggap telah disahkan.

(4) Fecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak beberapa ke giatan
yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum memasuki Tahun Bukuy,
Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tabun laly.

(%) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Pervbahan Anggaran yang terjadi
dalam Tahun Buku yang bersangkutan.

BAB X1

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN
HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

1

Pasal 21

Laporan berkala perhitungan hasi]l usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direktur
disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika
dipandang perln untuk jangka waktu tertentn. -

BAB X11
LAPORAN PERI-I[I'UNGAN TAHUNAN
Pasal 22

{13y Untuk setiap tahun buku oleh Direktor disampaikan perhifungan tahunan laba
rugi kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sezudah tahun buku.
{2) Cara penilaian pos dalam perhitungan oleh Badan Pengawas harus daaebutkan

(?) Perhjtungan dimaksud avat (1) disahkan oleh Bupati.

{4) Iika dalam waktu 3 (tiga) bulan setzlah pengajuan perhitungan dumksud ayat {1}
oleh Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka
perhifungan itu dianggap telah disahkan.

{5) Bupati hﬂkewajlban memberikan keterangan kepada Dewan Parwakilan Rakyat
Daeryh mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujui.




BAB XIil

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

{1) Cadangan diam dan atau rehasia tidak boleh diadakan.

(2) Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :

Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen)

Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen)

Dana Cadangan Umum 15 % (lima belas persen)

Dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen)

Jasa produksi 10 % (gepulub persen)
" Dana Pensiunan dan Sokongan 10 % (sepuluh persen)

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai fujuannya dapat
dialihkan kepada pembangunan daerah dengan Keputusan Bupati.

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud
avat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

- R

BABXIV
PENANGGULANGAN KERUGIAN

Pasal 24
Apabila Perusahaan mengalami kerugian, maka Pemerintah Daerab  bertanggung
jawab untuk menanggulangi kerugian tersebut yang dizesuaikan dengan kemampuan
K.euangan Daerah, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah
ini. 1

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Yedudukan Hukum Pegawai, Caji, Pensiun dari Direktur, Badan Pengawas dan

Pegawai/Pekerja Perusahaan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku. ‘



BAB XV1

TANGGUNG JAWAR DAN TUNTUTAN
GANT] RUGIPEGAWAI

Pasal 26

(1) Semua Pepgawai Perusahaan termasuk Direktur dalam kedudukamnys selaku
demikian vang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surai-surat berharga dan
barang-barang persediaan, vang karena tindakan melawan hukum atau karena
melalaikan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan
langsung atay tidak langsung telsh menimbulkan kerugian bagi Perusahaan,
diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

{2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana yang berlaku
terhadap Pegawai Negeri Sipil'juga berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai
Peruszahaan Daerah.

(3) Semua pegawai Perusshaan Daerah vang dibebani tugas penyimpanan
pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perugahaan dan
barang-barang milik Perusahaan yang disimpan i dalam gudang ataw tempat
penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu
diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada
Badan Pengawas.

(4) Pegawai dimaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan Pertanggungjawaban
mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas apabila tuntutan terhadap
pegawai  dimaksud dilakukan menuut ketentuan yang ditetapkan bagi
Bendaharawan Daerah. '

{5) Semnua surat bukti dap surat lainnya bagaimanazpun sifainya yang termasuk
bilangan tata buku dan edministrasi Perusahaan disimpan di tempat Perugahaan
atau di tempat lain vang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara
dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan
suatu pemeriksaan.

{6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penstapan pajak dan
pemeriksann akuntan pada nmumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara

{(7) Dengan Peraluran Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan
mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlakn bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai dimaksud dalam ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi
Perusahaan.



BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 27
[ ]

{1) Dengan tidak mengurangi Hak Instansi/badan lain menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, Bupati berwenang mengadakan penyelidikan dan
pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga
serusahaan, vang dalam pelaksanaannya ditunjuk Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Bangli untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinazn
perusahaan serta pertanggungjawabannya. Hasil pengawasan disampaikan kepada
Bupati.

(2} Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas penguruzan perusahaan.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 28
{1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan {yaerah.
{2} Dalam rangka pembubaran perusabaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibentuk panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Eeputusan Bupali.

(2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi nilik Pemerintah
Daerah.

(4 Likuidatur ~ sebagaimana  dimaksud pada  ayal (2)  berkewajiban
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Bupati tentang pekerjaan yang
t=lah diselesmkan.

(5) Datam likuidasi, Bupati bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak
Cetiga,sesual dengan neraca perhitungan rugi laba yang telah dizahkan.

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan tentang Pendirian
PDAM vang ada sebelumnya, masih tetap berlaku .

: cetentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang lama, masih tetap berlsku
sepanjang belum diadakan yang bern berdasrkan Pevaturan Daerah ini.

‘ BAB XN
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.



A
BABXXIT
FENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
g § an
Daerah Eabupaten Daearh Tingkat 1T Bangli Nomor 5 Tahun 1986 dan Nomor 18
”“sﬂmn 1991 serta ketentuan-ketenfuan latnnya yang berfentangan dengan Peraturan
acrah i dul‘v‘"ﬁ.ﬁauﬁ ticdak berlubu 3&21
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulsi berlakn pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.
I N’EN(: aﬂwx}i’x WA
Dmndanaiﬁn di ,;ugh

NIP. 01007707

LEMBARAN DAFERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2001
NOMOR 38 SERI D NOMOR 33



Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 21 TAHUN 2001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANGLA
NOROR 21 TAHUN 2001
TENTANG
PERUSAHAANDAFRAH AR MINUM
RABUPATENBANGIE

L PENIELASAN UMUM

Berdazarkan Undang-undang Nowmor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam
rangka Pelaksanaan Otonomt Daerah vang nvata dan bertanggungjawab, sudah menjadi kewajiban
Pemerintah Daerab untuk welaksanakan tugas-tugas vang menjadi wewenangnya sesum dengan
kemampuan yang ada. Oleh karena itulah tahap degni tahap penyelenggaraan Otonomi Daerah harus
mampu dilaksanakan. Salah satu vrusan yang wajib dilaksanakan ditangat oleh Pemerintah Daerah
adalah Penvediaan Atr Mimwm yang cukup dan sehat bagi masyarakai.

Bzhwa penyedinan Alr Minwm ssal ol ditangani oleh Perusabasn Daorsh A Minum
Flabupaten Banghi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk keisncaran tugas sertn
umtuk  meningkatkan penghasilan daerah dalam menvmang suksesnva pembapgunan, maka
dipandang perlu menata kembali Perusahasn Deerab Al Minum Habupaien DBangli dengan
mennangkan dalasm bentuk Peramiran Daeral,

IL PERIELASAN PASAL DEMI DPASAL
Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 © Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas

Pasal 4 . Cokup jelas
Pagal & o Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas ’

Pazal 7 o Cuokup jelaz
Pasal & : Cukup jelas
Pazal 9 - Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas

Pagal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 o Cukup jelas

Pagal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 - Cukup jelas
Pasal 19 o Cukup jelas
Pasal 20  Cukup jelas

Pasal 21 o Cukup jelus



Pasal 22
Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25
Pazal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pazal 29
Pazal 30
Pasal 31
Pasal 32

i
x
1

f

Cukup jelas

Avai (2) huruf ¢

Penggunaan cudangan vmum dugunskan vatuk pengembangan perekonomian

rakyat yang prioritasnya ditetapkan oleh Bupatt

Ferugian vang dimaksnd dalam pasal ini adalah kerugian sebagni sakibai

Jddﬂ}«d bencana alam, tidak berfungsinya sarana dan prasaratia (Ut‘tﬁid&m}

karena usimiva sudah tua dan sebab-sebab lain yang sejenis, ‘Tetapi apabila

kerugian tersebut dzweb'lb}.an oleh perbuatan pegaw'u perusahaan termasuk

Direktur tatap dipertanggunyg jawabkan oleh pegawai yang bersangkutan.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup plw

( Ld\up jelas

Cukup jelas




